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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi sebagai
upaya pengembalian kerugian negara. Skripsi ini dilatar belakangi karena maraknya
tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan terjadinya tindak pidana
korupsi banyak sekali para tersangka korupsi yang berusaha untuk melakukan
peralihan atau pemindah tanganan yang dilakukan untuk menghindari penyitaan aset
sehingga tidak cukup untuk menganti kerugian negara. Dirumuskan beberapa
permasalahan yang akan dibahas didalam tulisan ini yang pertama akan dibahas
dalam tulisan ini yaitu Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang
dilakukan oleh penyidik Kejaksaan. Lalu rumusan masalah kedua yaitu
Bagaimanakah cara penyidik menentukan bahwa aset tersebut hasil dari tindak pidana
korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris.
Data hukum yang dari penelitian dilapangan dan penelitian kepustakaan yang
dianalisis secara kualitatif, kemudian akan ditarik kesimpulan dengan prosedur
deduktif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka didapat hasil dari penelitian
yang dilakukan yaitu bahwa pelaksanaan penyitaan penyidik berusaha menelusuri
aset tersangka dengan berkoodinasi dengan instansi lain agar pengembalian kerugian
negara lebih optimal. Dengan peneclusuran aset tersangka ini penyidik tidak salah
dalam melaksanakan penyitaan karna penyitaan yang dilakukan terhadap aset-aset itu
benar dari hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: findak pidana korupsi, penyitaan aset, pengembalian kerugian negara.
Pembimbi

Utama Pembimbing Pembantu

Dr. H S. M.Hum

./195509021981091001 NIP. 196509181991022001
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi pada saat ini merupakan permasalahan yang sedang
marak di Indonesia. Tindak pidana korupsi pada sekarang ini mendapatkan perhatian
lebih dan di perbincangkan masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan masalah yang
sangat serius dan membahayakan untuk stabilitas dan keamanan masyarakat,
membahayakan pembangunan sosial dan politik, dan juga dapat merusak nilai-nilai
demokrasi dan moralitas yang telah selama ini dianut oleh Negara Indonesia, karena
lambat laun perbuatan korupsi ini seakan-akan akan menjadi sebuah budaya. Korupsi
sekarang ini sudah menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia untuk mewujudkan
cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur.Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (The

Extra Ordinary Crime).

Korupsi di Indonesia terus menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun baik
dari jumlah kasus yang terjadi maupun jumlah kerugian Negara. Korupsi yang terkait
dengan kerugian Negara terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang
Nomor 20 tahun 2001. Penyitaan aset tersangka dapat dilakukan dengan melihat
kedalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi :



“ Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan
atau menyimpan di bawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak,
berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam
penyidikan, penuntutan, dan peradilan”

Dalam pelaksanaan penyitaan juga dibatasi pelaksanaannya dengan ketentuan pada
Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), yaitu keharusan izin dari ketua pengadilan setempat, kecuali dalam
keadaan tertentu yang memungkinkan meminta izin terlebih dahulu, tetapi segera
setelah itu melapor kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dan hanya untuk benda

bergerak.

Tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh oleh Pejabat Negara tetapi
juga dapat dilakukan oleh korporasi. Korupsi untuk sekarang ini sudah menjadi
sesuatu yang sudah biasa dilakukan secara bersama-sama yang sudah jelas apabila
melakukan korupsi itu akan merugikan Negara atau perekonomian negara.
Pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara dalam tindak pidana
korupsi sangat membutuhkan strategi khusus. Dalam tindak pidana korupsi dilakukan

mulai dari tahap penyidikan yang dilakukan oleh intelijen. Untuk melacak harta



kekayaan dari proses kejahatan, maka di perlukan suatu analisis terhadap sumber

kekayaan yang sah untuk menjamin pemerintah yang menjadi dasar suatu penyitaan.'

Kemudian penelusuran terhadap aset-aset pelaku kejahatan korupsi dan juga
aset-aset pelaku kejahatan korupsi yang diduga dari hasil tindak pidana korupsi.
Dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara tahap penyidikan dan
penelusuran aset-aset pelaku kejahatan korupsi dilakukan penyitaan yang bertujuan
untuk pengembalian kerugian atau pemulihan keuangan Negara. Pengembalian yang
dilakukan untuk mengganti kerugian Negara dalam tindak pidana korupsi termasuk
dalam pidana tambahan selain putusan penjatuhan pidana dan denda. Penyitaan
terhadap aset tersangka korupsi terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (selanjutnya ditulis UU PTPK) yaitu:

Pasal 47

1) Atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup,
penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri
berkaitan dengan tugas penyidikannya.

2) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur
mengenai tindakan penyitaan, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang
ini.

'Rudi Pardede, Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi, Genta Publishing,
Yogyakarta, 2017, hlm 135.



Penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi merupakan langkah yang bertujuan
untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara akibat dari tindak pidan korupsi

tersebut.

Ada beberapa kasus korupsi yang dilakukan penyitaan aset terhadap tersangka

korupsi untuk upaya pengembalian kerugian Negara antara lain :

1. Kasus Sutiyono bin Sutikno pada tahun 2017 yang aset tersangka korupsi tersebut
yang disita adalah 4 buah SHM yang tergabung atau terlampir dalam 22 berkas
pengajuan KUR Ritel BRI Cabang Kayuagung antara lain : a. SHM rumah
an.Sutiyono Bin Sutikno, b. SHM Kebun Karet an. Sutikno, c. SHM Kebun Sawit

an. Sabirin, d. SHM Kebut Sawt an. Sutiyono. Di Pengadilan Negeri Kayu Agung.

2. Kasus Dedy Dumbela pada tahun 2013 yang aset tersangka korupsi yang disita
adalah a. 1 unit kendaran pick up No. DB 8636 F, b. 1 lembar STNK Pol. DB 8636

F, c. 1 buku KIR No. Pol. DB 8636 F Cq Pemda Kab. Bolmut. Di Pengadilan

Tinggi Manado.

3. Kasus Mahmudin, S.Pd pada tahun 2014 yang aset Tersangka korupsi tersebut
yang disita adalah : a. 1 sepeda motor merk Honda Scoopy Nomor Mesin JFGIE-
1164346 Tahun 2013 No Pol, DC 3218 RA, b. 1 bidang tanah perumahan dengan
luas 12 x 10 M2 terletak di Rt.02/Rw.01 Desa Tadui kecamatan Mamuju
Kabupaten Mamuju sebagaimana Surat Peryataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

(SPORADIK) tertanggal 21 Mei 2008 dengan diketahui oleh Kepala Desa Tadui



dengan Nomor Register 593/95/V/2008/DT tertanggal 21 Mei 2008 tertulis atas
nama Rahmat Buchari yang dibeli tanggal 16 Maret 2014 berdasarkan Kwitansi
atas nama terdakwa seharga Rp. 45.000.000 ( empat puluh lima juta rupiah )
dengan batas sepadanya : - Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Syarif E, - Timur
berbatas dengan tanah perumahan Hasal, - Selatan berbatas dengan jalan poros
Mamuju- Kaluku, -Barat berbatas dengan tanah perumahan Nurdin, c. 1 bidang
tanah dengan luas 966 M2 terletak di jalan Lalawe RT.01 Desa Tadui Kecamatan
Mamuju sebagaimana Surat Peryataan Penguasaan  Fisik Bidang Tanah
(SPORADIK) tertanggal 29 Oktober 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Tadui
dengan Register Nomor : 593/222/X/2013/DT atas nama Armawati dengan batas
sepadanya, Utara Tanah Haking, - Timur, Selatan , dan Barat Berbatas dengan Drs.

Syahruddin Hardy. Di Pengadilan Negeri Mamuju.”

Masyarakat banyak yang beranggapan bahwa dalam pelaksanaan penyitaan
aset tersangka korupsi dimana dalam kenyataanya sering kali terjadi peralihan atau
pemindah tanganan aset yang sering kali banyak dilakukan oleh tersangka tindak
pidana korupsi, sehingga pengadilan menyatakan bahwa harta yang dimiliki
tersangka korupsi tidak mencukupi guna mengembalikan kerugian negara. Jangka

waktu yang terbilang lama dalam proses penyidikan hingga proses penyitaan aset

*https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan. Diakses pada 22 Januari 2018 pukul 14.27
WIB.



dapat menjadi celah hukum bagi tersangka korupsi untuk melakukan berbagai macam

kecurangan yang dapat menimbulkan tindak pidana baru.

Berbagai macam kecurangan ini dapat menimbulkan pandangan buruk bagi
kejaksaan sebagai lembaga eksekusi penyitaan aset tersangka korupsi, bahwa
timbulnya pendapat masyarakat telah terjadi sebuah kerja sama antara tersangka
tindak pidana korupsi dan penyidik untuk menggelapkan dan mengalihkan harta
tersangka korupsi. Fakta yang sangat sering terjadi dalam penyitaan aset tersangka
korupsi yaitu ketika penyidik mencari apa saja aset tersangka korupsi, dimana
keberadaan aset tersebut. Kurangnya sarana dan fasilitas teknologi dalam penelusuran
aset tersangka korupsi sehingga kinerja seorang penyidik menjadi terhambat dan
terkesan lamban. Faktor budaya hukum juga sangat berpengaruh dalam proses
penyitaan aset tersangka korupsi dalam menentukan jangka waktu penelusuran aset

sehingga mempengaruhi proses pemeriksaan kedepannya.

Dalam berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sangat
banyak cara-cara yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsi. Dalam banyaknya
kasus penggelapan kekayaan Negara dari hasil tindak pidana korupsi yang belum
dapat diselesaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, karena peraturan
perundang-undangan yang ada pada saat ini dapat dikatakan kurang dapat menangani
permasalahan yang selama ini ada. Hal tersebut dapat menimbulkan akibat dimana

untuk pemberantas korupsi saat ini belum mencapai titik yang maksimalnya.



Dalam masyarakat dijumpai tersangka kasus tindak pidana korupsi yang
sangat menikmati harta kekayaan negara yang sangat merugikan negara untuk
kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama tanpa bisa disentuh oleh para
penegak hukum. Kebanyakan para tersangka tindak pidana korupsi menggelapkan
harta kekayaan negara melalui instrument hukum perdata seperti: perjanjian jual-beli,
hibah, tukar-menukar, dan lain-lainnya. Dalam instrument hukum perdata yang
sangat banyak dilakukan yaitu peralihan hak untuk tujuan menggelapkan harta
kekayaan negara tersebut dan dapat tetap berpotensi untuk mengalihkan hak
keperdataan dari aset yang berasal dari tindak pidana korupsi. Pada penyitaan
terhadap benda-benda yang dapat di dilakukan penyitaan maka benda tersebut harus

sesuai dengan Pasal 39 KUHAP yaitu sebagai berikut:

a. Seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai
hasil dari tindak pidana.

b. Telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau
untuk mempersiapkannya.

c. Dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.

d. Khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.

e. Mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Didalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat ini dapat
dikatakan bahwa didalamnya sudah terkandung beberpa isu utama yang menjadi
tujuan dari peraturan perundang—undangan itu sendiri yaitu pencegahan,

pemberantasan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (4sset Recovery).

Menurut Corruption Perceptions Index Indonesia menempati rangking ke 90

pada tahun 2016 dari seluruh Negara yang ada di dunia. Pada tahun 2016 terdapat 10



kota dengan tingkat korupsi yang sangat banyak yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Aceh, dan
Pusat. Prediksi terhadap tindak pidana korupsi di Sumatera Selatan menujukan bahwa
kerugian Negara mencapai 40 miliar akibat dari kasus korupsi yang terjadi di

sumatera selatan.

Proses pengembalian aset negara atau kerugian negara yang timbul akibat
tindak pidana korupsi merupakan terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di
Indonesia.’ Untuk mempermudah proses pengembalian kerugian negara Undang-
undang korupsi dalam Pasal 38B Undang-undang Korupsi Nomor 20 Tahun 2001
menerapkan sistem pembuktian terbalik yang mewajibkan setiap orang yang di
dakwa melakukan tindak pidana korupsi harus (wajib) membuktikan bahwa harta
benda miliknya bukan karena tindak pidana korupsi, apabila terdakwa tidak mampu
membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan karena tindak pidana korupsi, maka
dianggap sebagai harta benda hasil korupsi dan hakim berwanang merampas seluruh

atau sebagian harta terdakwa untuk Negara.”

Jaksa sebagai seorang penyidik didalam tindak pidana korupsi mempunyai
dasar hukum yaitu dalam pasal 284 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu dirumuskan

sebagai berikut :

3 Ibid., him.114.
4 Ibid., hlm.115.



Pasal 284

(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan,
sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

(2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka
terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini,
dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara
pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada
perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penjelasan mengenai Pasal 284 yang dimaksud dengan ketentuan khusus yaitu
ketentuan yang menyangkut tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Pidana
Ekonomi dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 dan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat juga
dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 bahwa Kejaksaan
sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu (Korupsi) yaitu dirumuskan sebagai

berikut :

Pasal 17

“Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut
pada Undang-undang tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat
(2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang
berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Upaya pengembalian aset (Asset Recovery) selama ini sangat tidak mudah
untuk dilakukan. Di Indonesia perampasan aset Tindak Pidana Korupsi dapat
dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui jalur pidana (Convicted Based Asset

Forfeiture) dan jalur perdata (Civil Forfeiture) sebagimana diatur oleh UU PTPK.
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Melalui 2 hal dimaksud dilakukan pengembalian kerugian keuangan dan pemulihan

perekonomian Negara.’

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia telah
memberikan soslusi terbatas terhadap pengembalian aset koruptor dalam skala
nasional melalui gugatan perdata sebagaimana diatur pada Pasal 32, Pasal 33, Pasal
34 dan Pasal 38 hurup ¢ UU PTPK, ataupun melalui jalur tuntutan pidana
sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 huruf a, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 38 ayat

(5) UU PTPK.

Tuntutan pidana ini menjadi arah solusi terbatas dalam pengembalian aset
koruptor dengan bentuk penyitaan aset pelakunya termasuk juga bagi terpidana yang
tidak memenuhi kewajiban membayar uang pengganti.® Penyitaan yang dilakukan
terhadap aset tersangka korupsi di latarbelakangi karena selama ini para tersangka
tindak pidana korupsi melakukan berbagai cara sampai dengan memindah tangankan

aset tersangka milik tersangka kepada orang lain.

Dalam tulisan ini, tujuan dari penulis menyampaikan hal-hal diatas ialah

dikarenakan penulis akan meneliti dan akan menuangkan penelitian tersebut dalam

*Muhammad Yusuf, Merampas Aset Korptor, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2013,
hlm.175.
SIbid., hlm. 225-226.
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sebuah skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Penyitaan Aset Tersangka Korupsi

Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil suatu permasalahan yang dapat
diangkat dalam pembahasan dalam skripsi ini. Adapun yang menjadi permasalahan

dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi yang dilakukan oleh

penyidik Kejaksaan?

2. Bagaimanakah cara penyidik menentukan bahwa aset tersebut hasil dari tindak

pidana korupsi?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat memberikan jawaban yang jelas

dan seteliti mungkin terhadap permasalahan yang ada.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan aset tersangka korupsi untuk upaya

pengembalian kerugian Negara.

2. Untuk mengetahui cara penyidik membuktikan bahwa aset yang akan disita

tersebut merupakan hasi dari tindak pidan korupsi.

11
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D. Manfaat Penulisan

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan skripsi ini sebagai

berikut :
a. Manfaat Teoritis :

1. Bagi Mahasiswa, hasil penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan

masukan dan informasi bagi ilmu pengetahuan.

2. Bagi Universitas Sriwijaya, hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi
dokumen yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Sriwijaya.

3. Bagi Penulis, kegiatan penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman
aplikasi berbagai ilmu pengetahuan hukum yang di peroleh selama

pekuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
b. Manfaat Praktis :

bagi pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penulisan skripsi ini dapat berguna
sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi untuk penulisan ataupun penelitian

selanjutnya.

12
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E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Sistem Peradilan Pidana

Suatu sistem yang digunakan untuk menanggulangi masalah—masalah
kejahatan yang dapat menganggu ketertiban dan mengancam rasa aman kepada
masyarakat. Sistem peradilan pidana ditunjukan untuk dapat menegakan hukum
pidana dan juga dilakukan untuk menghukum para pelaku tindak pidana dan dapat
memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum Negara. Komponen yang terdapat di
dalam peradilan pidana di Indonesia terdapat 4 komponen yaitu : Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Komponen-komponen

tersebut bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Dalam proses pengumpulan bukti-bukti, penyidik diberikan wewenang untuk
melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas
penyidikan. Kewenangan melakukan tindakan tersebut tentu saja harus bersifat
kasuistis, sebab tidak semua peristiwa atau tindak pidana mempunyai latar belakang
atau motivasi yang sama. Tindakan penyidikan dan upaya-upaya yang bersifat
memaksa (dwang middelen) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat tidak digunakan dalam menghadapi setiap

13
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kasus, guna memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan

penuntut dan proses persidangan atas perkara tersebut.”

Salah satu aspek yang terkandung dalam pengertian sistem peradilan pidana
adalah pemidanaan (penal system), karena pemidanaan merupakan bagian daripada
sistem peradilam pidana.® Untuk dapat mengetahui tujuan pemidanaan, maka harus
dengan meguraikan dengan teori-teori pemidanaan yang merupakan dasar-dasar
pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana. Teori Pemidanaan dibagi menjadi

beberapa bagian :
1. Teori absolut atau teori pembalasan

Dengan teori ini sanksi pidana dijatuhkan hanya karena orang itu telah
melakukan suatu kejatahatan yang dapat dikatakan itu adalah tindak pidana. Sanksi
pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada untuk suatu upaya pembalasan

terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut.
2. Terori relative atau teori tujuan

Teori ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera secara langsung terhadap
seorang pelaku tindak pidana. Efek jera yang dapat dkatakan disini adalah seperi rasa

sakit atau rasa malu, jika suatu tindak pidana tersebut dilakukan di depan umum. Efek

"Kadri Husin dan Budi Rizky Husin, Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016, hlm. 95.
$Ibid., hlm. 23.
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jera tersebut bertujuan agar si pelaku tesebut tidak mengulangi perbuatan atau tindak

pidana tersebut untuk yang kedua kalinya.
3. Teori gabungan

Teori ini merupakan suatu gabungan dari teori absolute dan juga teori relative.
Teori mengabungkan antara sudut pembalasan dengan sudut pertahanan tertib hukum

didalam masyarakat.
2. Teori Keadilan

Indonesia merupakan suatu Negara yang sangat menjunjung tinggi nilai —
nilai pancasila. Pancasila selalu menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memberikan arahan
sebagai pedoman bangsa Indonesia untuk menjunjung keadilan didalam hati nurani
setiap individunya. Pengertian keadilan menurut Aristoteles, Keadilan adalah
tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat
diartikan memberikan suatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi

haknya.” Menurut Aristoteles bahwa keadilan terdapat dalam 2 bentuk yaitu :'°

*http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dancontoh. html.
Diakses pada 11 Februari 2018 pukul 08.09 WIB.

' http://asma1981.blogspot.co.id/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html. Diakses
pada 11 Februari 2018 pukul 10.10 WIB.
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Pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-
undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota
masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.

Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara
distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada
prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara
mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi
atas miliknya yang hilang.

Keadilan korektif ini sejalan dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu
tercapainya keadilan dalam proses hukum yang adil (due process of law), bahwa
setiap perbuatan pidana yang dilakukan pelaku mesti mendapat sanksi yang setimpal
sebagai ganjaran kepada pelaku tindak pidana yang dijatuhkan hakim sebagai bentuk
penerapan keadilan vindikatifa.'" Lain halnya dengan Aristoteles, maka John Rawls
mempercayal bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar
masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan,
kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi.'* Terdapat 2 prinsip keadilan

yaitu:

"http://erepo.unud.ac.id/18954/3/1290971009-3-Bab%20I1. Diakses pada 11 Februari 2018
pukul 10.27 WIB.

https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan. Diakses pada 11
Februari 2018 pukul 11.30 WIB.

BJohn rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Hukum Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial Dalam Negara, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 72.
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1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling
luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

2. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a)
dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, (b) semua posisi dan
jabatan terbuka bagi semua orang.

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara
lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental

serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial."*

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Jenis penelitian ini
dapat disebut sebagai penelitian lapangan. Pendekatan yuridis empiris dilakukan
dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan-peraturan yang ada
kaitannya dengan masalah yang dibahas, serta mengadakan penelitian lapangan,

yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan."
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai

berikut :

“Ibid., hlm. 7.
> Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.24.
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a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini dilaksanakan dengan cara menganalisis semua
peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan topic
permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan
ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari
konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-
undang yang lainnya.'®

b. Pendekatan Kasus (case approach)
pendekatan kasus dilakukan yaitu dengan menelaah kasus-kasus
tindak pidana korupsi khususnya untuk kasus tindak pidana korupsi

yang dilakukan penyitaan aset untuk pengembalian kerugian Negara.
3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.
Data kulitatif adalah data yang mencangkup data non-numerik. Data ini dapat
berupa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan suatu fakta dan fenomena

yang diamati. Yang bersumber pada:

a) Data Primer

%peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenamedia Grup, Jakarta, 2005, hlm.136.
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Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di

lapangan melalui interview atau wawancara langsung dengan responden.17
b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen
resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian
dalam bentuk laporam skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan Perundang-

undangan.'® Data sekunder dapat dibagi menjadi:
1. Bahan buku primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti :

a. Undang-Undang Dasar 1945,

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3209).

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

"Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.91.
"®Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, Penelitian Hukum ( Legal Research ), Sinar
Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 48.
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sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4150).

d. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa
karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan

dengan penulisan ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa

Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.
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4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering
Ilir, Jalan Letnan Muctar Saleh No.2 Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir

Propinsi Sumatera Selatan.
5. Sampel dan Populasi Penelitian

Penetapan sampel pada penelitian yang akan dilakukan di dalam skripsi ini
dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu mengambil
data dari instansi dengan melakukan wawancara serta cara digunakan dengan
menetapkan kelompoknya." Penelitian dengan cara Purposive Sampling dilakukan
di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Adapun sampel pada penelitian ini adalah
jaksa yang terkait menangani kasus tindak pidana korupsi. Terdiri dari 3 orang jaksa

dari Kejaksaan Negeri Ogan Komerin Ilir yaitu:

a. 1 orang Jaksa Kepala Seksi Intelijen.
b. 1 orang Jaksa Fungsional.

c. | orang Jaksa Divisi Khusus.
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan (field

research) dan penelitian pustaka (/ibrary research) :

“Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit , Jakarta, 2004, hlm.112.
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a. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer yang

didapat secara langsung dari narasumber. Dalam mengumpulkan data-data primer
tersebut maka dilakukan suatu wawancara dengan narasumber.
b. penelitian pustaka (library research)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari
Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil

penelitian.”
7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu
menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan
memberikan tentang sebuah gambaran atau permasalahan yang sudah di
kemukakan sebelumnya. Data-data yag sudah terkumpul tersebut akan diuraikan
untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.
Kemudian dari data yang sudah dianalisis ini maka akan ditulisan dalam bentuk

penjelasaan-penjelasan.

Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tindakan Singkat,
Radjawali Pers, Jakarta, 1990, him.52.
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8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan di dalam skripsi ini yaitu dengan cara
Deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dengan berdasarkan fakta yang terjadi dan
penjelasanya yang secara umum akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada,
untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang menjadi objek kajian dalam

skripsi ini.
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